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Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (UU 13/2003) terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU
13/2003 bertentangan dengan Pasal 28D ayat UUD 1945

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

1.1.

1.2.

Frasa “demi hukum” dalam Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai
“Pekerja/buruh  dapat meminta  pengesahan nota
pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada
Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:

1. Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun
perundingan  bipartit  tersebut tidak mencapai
kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk
berunding; dan

2. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas
ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-
undangan”;

Frasa “demi hukum” dalam Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
tidak dimaknai “Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan
nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan
kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:

1. Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun
perundingan  bipartit  tersebut tidak = mencapai
kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk
berunding; dan



1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas
ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-
undangan”;

Frasa “demi hukum” dalam Pasal 65 ayat (8) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai
“Pekerja/buruh  dapat meminta pengesahan nota
pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada
Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:

1. Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun
perundingan  bipartit  tersebut tidak  mencapai
kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk
berunding; dan

2. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas
ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-
undangan”;

Frasa “demi hukum” dalam Pasal 65 ayat (8) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
tidak dimaknai “Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan
nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan
kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:

1. Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun
perundingan  bipartit  tersebut tidak  mencapai
kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk
berunding; dan

2. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas
ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-
undangan’;

Frasa “demi hukum” dalam Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai
“Pekerja/buruh  dapat meminta pengesahan nota
pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada
Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:

1. Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun
perundingan  bipartit  tersebut tidak  mencapai
kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk
berunding; dan

2. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas
ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-
undangan”;

Frasa “demi hukum” dalam Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
tidak dimaknai “Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan
nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan
kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:

1. Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun
perundingan  bipartit  tersebut tidak  mencapai
kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk
berunding; dan

2. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas
ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-
undangan”;

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara
Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Tanggal Putusan . Rabu, 4 November 2015
Ikhtisar Putusan
Para Pemohon adalah badan hukum privat dan perseorangan warga negara Indonesia.

Bahwa terkait kewenangan Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD
1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(selanjutnya disingkat UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap
UUD 1945. Oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang
in casu UU 13/2003 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan
Pemohon;

Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum para Pemohon, menurut Mahkamah
terdapat kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual yang terjadi kepada
para Pemohon akibat berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian dan terdapat hubungan
sebab akibat antara kerugian konstitusional para Pemohon dengan adanya pasal a quo,
sehingga para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
permohonan a quo.

Bahwa terhadap persoalan konstitusionalitas yang diajukan Pemohon, terdapat dua
permasalahan yang harus dijawab oleh Mahkamabh, yaitu:

1. apakah Pemerintah, dalam hal ini Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, memiliki
kewenangan untuk menerbitkan nota pemeriksaan dan/atau penetapan tertulis terkait
pelaksanaan Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003?

2. apakah frasa “demi hukum” yang terdapat dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan
Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003 bertentangan dengan UUD 1945?

Bahwa meskipun dasar pengujian permohonan a quo sama dengan Putusan Nomor
96/PUU-XI/2013 dan sama-sama memohon penafsiran frasa “demi hukum” namun
sesungguhnya alasan konstitusionalnya tidaklah sama. Dengan demikian, berdasarkan
pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan a quo tidak ne bis in idem sehingga
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, khususnya
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketenagakerjaan merupakan salah satu
upaya menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan serta menjamin
penegakan hukum dan perlindungan bagi tenaga kerja. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU
3/1951, Pasal 134 UU 13/2003, Pasal 176 UU 13/2003, dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawas Ketenagakerjaan telah



memberikan kewenangan kepada Pemerintah, dalam hal ini pegawai pengawas
ketenagakerjaan untuk mengawasi pelaksaan hukum ketenagakerjaan.

Bahwa meskipun sama-sama dikeluarkan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan,
antara nota pemeriksaan dengan penetapan tertulis pegawai pengawas ketenagakerjaan
memiliki perbedaan yang signifikan. Nota pemeriksaan berisi hal-hal menyangkut hasil
pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan terhadap pengusaha atau perusahaan
pemberi kerja yang di dalamnya disertakan pula petunjuk-petunjuk untuk meniadakan
pelanggaran atau untuk melaksanakan peraturan ketenagakerjaan. Oleh karenanya, sifat dari
nota pemeriksaan adalah anjuran dan tidak memiliki sifat eksekutorial. Adapun mengenai
penetapan tertulis pegawai pengawas ketenagakerjaan merupakan Keputusan Tata Usaha
Negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU
51/2009. Oleh karenanya, penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pegawai pengawas
ketenagakerjaan tersebut haruslah dianggap benar sebelum dibuktikan sebaliknya dan
dibatalkan.

Bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003
merupakan ketentuan yang mengatur mengenai perubahan status yang dapat terjadi apabila
persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat
(6); Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3); serta Pasal 66 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d,
dan ayat (3) UU 13/2003 tidak terpenuhi. Pasal 3 Konvensi ILO Nomor 81 menyatakan bahwa
fungsi sistem pengawasan ketenagakerjaan, antara lain, menjamin penegakan hukum
mengenai kondisi kerja dan perlindungan tenaga kerja dan peraturan yang menyangkut waktu
kerja, pengupahan, keselamatan, kesehatan serta kesejahteraan, tenaga kerja anak serta
orang muda dan masalah-masalah lain yang terkait. Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut
Mahkamabh, pegawai pengawas ketenagakerjaan berwenang untuk mengawasi pelaksanaan
Pasal 59, Pasal 65, dan Pasal 66 UU 13/2003 termasuk menentukan terpenuhi atau tidak
terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat
(5), dan ayat (6); Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3); serta Pasal 66 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf
b, huruf d, dan ayat (3) UU 13/2003 dan karenanya berwenang pula mengeluarkan nota
pemeriksaan dan/atau penetapan tertulis terkait hal tersebut.

Bahwa frasa “demi hukum” yang termuat dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan
Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003 bersifat langsung dapat dilaksanakan (mempunyai titel
eksekutorial) atau berlaku dengan sendirinya. Untuk menegakkan pelaksanaan ketentuan
ketenagakerjaan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi bagi
pekerja/buruh, pengusaha, dan pemberi pekerjaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D
ayat (1) UUD 1945, pekerja/buruh dapat meminta pelaksanaan nota pemeriksaan pegawai
pengawas ketenagakerjaan dimaksud kepada Pengadilan Negeri setempat. Dengan
mendasarkan pada pertimbangan tersebut maka frasa “demi hukum” dalam Pasal 59 ayat (7),
Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003 inkonstitusional bersyarat sepanjang
tidak dimaknai, “Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai
pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:

1. Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak
mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan

2. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan
peraturan perundang-undangan

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah,
permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya
menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

1.1. Frasa “demi hukum” dalam Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang
tidak dimaknai “Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai
pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:

1. Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak
mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan

2. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan
berdasarkan peraturan perundang-undangan”;

Frasa “demi hukum” dalam Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pekerja/buruh dapat meminta
pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada
Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:

1. Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak
mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan

2. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas Kketenagakerjaan
berdasarkan peraturan perundang-undangan’;

Frasa “demi hukum” dalam Pasal 65 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang
tidak dimaknai “Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai
pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:

1. Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak
mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan

2. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan
berdasarkan peraturan perundang-undangan’;

Frasa “demi hukum” dalam Pasal 65 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pekerja/buruh dapat meminta
pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada
Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:

1. Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak
mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan

2. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan
berdasarkan peraturan perundang-undangan’;

Frasa “demi hukum” dalam Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang
tidak dimaknai “Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai
pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:

1. Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak
mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan

2. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan
berdasarkan peraturan perundang-undangan’;

Frasa “demi hukum” dalam Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pekerja/buruh dapat meminta



pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada
Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:

1. Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak
mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan

2. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan
berdasarkan peraturan perundang-undangan”;

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya.



